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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), mengamanat.kan agar aparatur negara mampu
menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan
dan bebas dari KKN. Perwujudan nyata dari sikap aparatur negara dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh
Tap MPR tersebut antara lain tercermin dari penyelenggaraan peﬁj’ralian
publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan Kinerja aparatur dq];;;m
penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Dalam menghadapi gra)
globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dalam hali
ini dititik bertkan kepada aparatur ﬁemerintah hendaknya memberikan .
pelayanan ya;lg sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
penerima pclayanan, schingga dapat meningkatkan daya saing dalam
pemberian pelayanan barang dan jasa. Berlakunya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
diharapkan memberikan dam;;ak nyata yang luas terhadap peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah

Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan

Aancnn intlias hiralreac] vrana Tahth sinalrac don mambnlra wahianas haot



Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan

peningkatan kualitas pelayanan. '

" Dari sisi kelembagaan kelemahan utama pelayan publik terletak
pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka
pemberian 'pelayanan kepada msayarakat, penuh dengan hirarki yang
membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak
terkoordinasi. Kecenderungan untuk  melakasanakan dua fungsi
seklaigus,fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggraan,masih sangat
kental dilakukan oleh pemerintah yang juga menyebabkan pelayanan
publik menjadi tidak efisien. Di era otonomi daerah saat ini seharusnya
pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik,
dimana paradigma pelayanan publik beralih dari pelayanan yang sifatnya
sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan foku-s pada pengelolaan

yang berorientasi kepuasaan pelanggan (customer-driven goverment).

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar
menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak
dsikriminatif, dan transparan. Se;lain itu, pemerintah juga menyusun
Rancangan Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik yang isinya akan
mernuat standar pelayanan yang. lebih cepat, tepat, manusiawimnurah,
tidak diskriminatif ,dan transparan tersebut. Selain itu pemerintah juga

sedang menyusun rancangan Undang-Unang tentang Pelayanan Publik
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yang isinya akan memuat ‘standar pelayanan minimum. Namun,upaya-
up;gm yang Fc,:}ah ditempuly olelr pemerintah nampaknya ‘belym optima].
slgh sy oy one opt it Bromens inadlah pad
hmgsi p@layaﬁa; dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan
dari masayarakat karena masih belum memeperhatikan kepentingan
masayarakat penggunanya. Kemudian ,pengelola pelayapan publik
._ :‘;endcmng lebih bersifat direkstif yapg hanya llné'mperhatikan dan
mengutamnakan kepentinmgan pimpinan/organisasi ;szi‘ja. masyarakqt
sebagai pengguna seperti tidak mefni]iki kemampuan apapun untuk
berkerasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk pada
pengelolanya. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma
yang bersifat suportif, dimana lebih memfokuskan diri kepada kcpentingan
masayarakatnya. Pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi

pelayanan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani.

Dari sisi kelembagaan, kelemahan utama pqlqyanap publik terletak
pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka
pemeberian pelayanan keﬁada masyarakat, penuh dengan hirarki yang
membuat pelayanan menjadi berbelit-belit dan tidak terkoordinasi. Terkait
dengan itu,berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah
tersebut masih menimbulkan persolan. Beberapa kelemahan mendasar
antara lain: Pertama adalah kelemahan yang berasal dari sulitnya

menetukan atau mengukur output maupun kualitas dari pelayanan yang
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"bottom line" artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan pemerintah
tidak mengenal istilah bangkrut. Ketiga, berbeda dengan mekanisme pasar
yang memiliki kelemahan dalam memecahakan masalah eksternalities,
organisasi pelayanan pemerintah manghadapi masalah berupa internalities
artinya, organisasi pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-nilai
dan kepentingan para birokrat dari kepentingan umum masyarakat yang

seharusnya dilayaninya.

Sementara karaketeristik pelayanan pemerintah yang sebagian
besar bersifat monopoli sehingga tidak mengahadapi permaslahan
persaingan pasar menjadikan lemahnya perhatian pegelola pelayanan
publik akan penyediaan pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi
kondisi ini menjadikan sebagian pengelola pelayanann memafaatkan untuk
mengambil keyptungan pribadi , dan cenderung mempersulit prosedur
pelayananya. Akibat permaslaahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan
pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga tidak ada

kepercayaan masayarakat pada pengelola pelayanan.

Kenyataan ini merupakan tantangan yang harus se,;gera diatasi
terlebih pada era persaingan bebas pada saat ini. Profesionalis dalam
pengelolaan pelayanan publik dan pengembalian kepercayaan masayarakat
kepada pemrintah harus diwujudkan dengan melihat masih buruknya

~ kinerja pelayanan publik dinegara kita ini kiranya harus dicarikan jalan
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kesenejangan-kesenjangan tersebut diatas dgpat diminimalisir sehingga ke
depan Kinerja pelayana publik diharapkan dapat memenuhi keinginan

masayarakat yaitu terciptanya pelayan publik yang prima.

Banyak_ contoh buruknya pelayanan publik yang terjadi di
Indonesia, salah satunya pelayanan buruk di Rumah Sakit atau pelayanan
kesehatan masyarakat. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa
masyarakat pengguna pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta
semakin menuntut pelayanan yang bermutu, Budaya- pelayaftan yang
profesional dan tidak pandang bulu. Disamping peralatan dan
perlengkapan serta sarana rumah sakit yang harus diperhatikan., tenaga
kesehatan harus terus meherus di petbaharui, seiring dengan
petkembangan zamanh. Masalah kesehatdn merupakan masalah Nasional
yang tidak terlepas dari berbagai. kebijakan. Peningkatan pelayanan
kesehatan tidak dapat terlepasldari pemetihtah dan pefribangunan daerah,
pendidikafi, ketenagakerjadh, datt Sumber daya manusia. Mutu sumber
daya manusia kesehatar sangat mehertukan kebethdsilan pelayanan

kesehatan.

Kesehatan adalah indikator utama kualitas kehidupan manusia.
Namun, buat bangsa Indonesia, tentunya upaya untuk meningkatkan
keschatan masyarakat tak akan mudah karena belitan krisis ekonomi

sampai saat ini masih berlansung. Pemerintah telah mencanangkan pesan
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orang berkewajiban untuk menjaga kesehatannya. Ekonomi rumah tangga
menuju keluarga sejahtera didukung oleh kesehatan anggota keluarga.
Hindari narkoba, alkohol dan rokok. Awasi dan pelihara lingkungan kita
agar tetap i:ersih, dan Tetap berolahraga teratur serta makan dengan gizi
seimbang. upaya mewujudkan Indonesia Schata 2010 tidak akan 'beljalan
lancar tanpa dukungan dana. Padabal, kemampuan pemerintah untuk
membiayai pelayanan kesehatan semakin terbatas. Untuk itu diperlukan

strategi pembiayaan yang tepat.

Bila kita renungkan pada skala individu maka thema "Kesehatan
adalah investasi menuju Indonesia Sehat 2010",akan mengajak kita untuk
lebih menghargai arti sehat bagi manusia, karena sehat adalah modal dasar
(asset) dalam melakukan segala sesuatu. Pengertian sehat meliputi
kesehatan jasmani, rohani, serta sosial dan bukan hanya keadaan l?ebas

dari penyakit, cacat dan kelemahan.*

Olch karenanya dikatakan "Health is not everything, but without
health everything is nothing (kesehatan memang bukan segala - galanya,
namun tanpa kesehatan segala - galanya menjadi tidak berarti ). Kita tahu
bahwa lahir rejeki dan mati itu adalah kekuasaan Tuhan,YME, dan sakit
atau gangguan keschatan itu juga bersifat alamiah artinya setiap manusta
pasti mengalami gangguan keschatan karena faktor usia, atau karena hasil

interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya.




Visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan
dirumuskan sebagai Indonesia Schat 2010 antara lain lingkungan yang
diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan
yang sesuai untuk hidup sehat, lingkungan yang bebas polusi, terseduanya
air bersih, sanitasi lingkungan yang baik dan pemukiman yang sehat.
Perilaku masyarakdt Indonesia Sehat 2010 adalah perilaku pro aktif tntuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya
penyakit, melindungi diri dari ancarhan penyakit, sertd berpatisipasi aktif
dalam gerdkan kesehatan masyarakat, dan mamu menjangkau pelayanan

kesehatan yang bermutu.

Gambaran masyarakat Indonesia di masa depdn yang ingin dicapai
melalui petibangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa, dan negara
yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan
perilaku hidiip selidt, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
keschdtdtt yang Hetmiitu secara adil dan merata, serta memiliki derajat
kesehatari ya'dg sétihggi-tinggin_ya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Gambarah t)einbdngunan kesehatan tersebut dirumuskan sebagai visi

"Indonesid Sehat 2010".

Visi tersebut telah tiga tahun yang lalu berhasil dirumuskan -oleh
Departemen Kesehatan RI yang mestinya telah dijabarkan kedalam

program ketjd yang lebih bersifat operasional untuk mencapai visi itu.
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akan menyaksikan bersama apakah gambaran tersebut akan menjadi
kenyataan?, Namun yang perlu kita renungkan visi Indonesia sehat 2010
sebenarnya visi siapa? Bila itu merupakan visi Departemen Kesehatan RI
saja atau yang dirumuskan hanya oleh beberpa pejabat saja sedangkan
dalam cita citanya adalah masyarakat Indonesia yang mempunyai

kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat.

Pertanyaanya berikutriya adalah bagalmana masyarakat Indonksia
ikut merdsa melllkl terhadap visi itu karena ia ditempatkan sebagni stﬂ)yek
yahg Hatus Berubah. Namn jika itu adalah perwujudan dari visi bangsa
Indolésia,  pertanyaanya  adalah  sejauh mana  keterlibatan
ﬁlasyéifﬂkzi%angsa Indonesia ini terlibat dalam merumuskan visi itu
sclitlgpd tereka juga punya komitment untuk merealisasikan visi
tersebiut. Bila kita lupakan saja itu visi siapa yang quaé seéperti yahg saya
draikai $ebéltithnya baha status kesehatan bangsa Indonesia nierlipakan
resultdiiste  upaya bersama, maka yang harus kita upayakdn adalah
bagaﬁﬂ&iha visi Indonesia 2010 sehat, itu menjadi milik dah bagiad dalam
kehidﬁijdh 'baﬁ'gSa Indonesia. Tanpa masyarakat dan sektor lain merasakan
itu, makd komitihénnya untuk ikut mewujudkan visi tersebut juga akan
lemah, karettd uhtitk mewujudkan visi dibutuhkan komitmen semua pihak

(stakeholdef).,

Akhirnyia kita sebagai bangsa Indonesia perlulah merenung sejenak
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akan terwujud. Tentunya kita tidak berharap bahwa pada saatnya nanti visi
itu akan menjadi sekedar jargon yang terlewatkan dan terlupakan begitu
saja. Sementara dunia telah metapkan status kesehatan masyarakat menjadi
salah satu komponen Human Development Index ( HDI ) yaitu indikator

'kemajuan kuslitas SDM suatu bangsa.?

Sesuai dengan Keputusan Mentri Kesehatan RI. No_mor
1457/MENKES/SK/X/2003 tentang standar Pelayanan Minimal Biddng
Kesehatdi Di Kabuﬁaten / Kota sesuai dalam BAB TII pasal 4, ayat (1)
Bubéti / Wilikota bertanggungjawab ddlam penyelenggaraan pelayanar
kesehzi;taﬂ sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh
Perahf:gkallt Daerah Kabupaten / Kota dan masydrakat; (2) Penyelenggaraan
pelayatidh kesehatan sesuai Standar Pelayaﬁain Mirimal sebagaimana
dithaksud dyat(1) secara operasional dikoordinasikag oleh Dinas
Keselidtan Kabupaten/ Kota; (3) Penyelenggataan pelayanan kesehatan
sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukah oleh tenaga dengan

kuaiifikasi dfih kbmpetensi yang dibutuhkan.*

Dhurthiastdya thetupakdn salah satu Kabupafen yang ada di
Provifisi Strttateta Batat tentunya memiliki keinginan untuk meningkatkan
kualitas Peldyanan Kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Daerah. Sejak

berdirinya Ruttidh sakit ini semenjak tahun 1982 sampai sekarang adalah

3> Achmad Sujudi Mph, “Indonesia Sehat 2010 Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”
http://www.google.com

4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota



Rumah Sakit satu-satunya di Kabupaten Dharmasraya. Pada waktu itu
kondisinya belum terlalu sempurna, baik fisik maupun tenaga. Karena
sangat {erbatas Dana pendukung operasional sebuah Rumah sakit. Sejak
tahun 2003, porsi Dana APBD kabupaten Dharmasraya sudah mengalami
peningkatan dan sebagian permasalahan selama ini yang dihadapi sudah
mulai dapat di tanggulangi sebagai layaknya Rumah sakit Daerah. Bahkan
di Rumah sakit ini sudah ada Konselor R;)hani Islam yang di biayai oleh

Dearah.

Permasalahan yang kerap timbul di romah sakit ini karena
keterbatasan Tenaga Medis dan Pearalatan Medis yang tersedia dengan
Jumlah masyarakat Kabupaten Dharmasraya sebanyak 169.871 jiwa. Dan
sedikitnya jumlah Puskesmas di setiap kecamatan. Rumah sakit
merupakan tempat rujukan dari 8 Pusekesmas yang tersebar di 4
kecamatan. Serta letak rumah sakit di kecamatan Pulan Punjung, membuat
masyarakat di Kecacamatan Sungai Rumbai, Koto Batu dan Sitiung
mengalami kendala-kenadala untuk berobat ke rumah Sakit Umum daerah

Sungai dareh Kabupaten dharmasraya.

Pihak rumah sakit juga mengalami beberapa kendala atau
permasalahan yang lain yaitu, Pertama Dokter Spesialis sebahagian
Tenaga kontrak, sewaktu-waktu Bisa pindah dan untuk mendapatkan

pengganti proses nya agak lama. Kedua, pada umumnya Dokter Spes'ialis
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pagi masih berada di tempat tinggalnya di Kota Padang yang berjarak 130
km dari RSUD sungai dareh Kabupaten Dharmasraya. Ketiga, rata-rata
pendidikan para medis D2 dan D3, menyangkut SDM masih rendah.
Keempat, sarana dan prasarana baik itn di ruang UGD ataupun Ruang
rawat inap yang belum lengkap, kalau ada itupun belum memadai.
Kelima, masalah kebersihan juga men'jadi permasalahan yang- menjadi
perhatian bagi piliak Rumah Sakit. Keenam, yang tidak kalah penting yaitu
kurangnya motivasi kerja tenaga kesehatan, baik itu dari Pimpinan Rumah

Sakit maupun dari Pemerintah Dagrah.

Didukung dengan Dana APBD Kabupaten dad Ptopinsi dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sekarang Rumah sakit umum

Daetah Sutgdl dareh ini suddh banyak kemajuan, di antaranya:

1. Doklet ddn Tehdga Kerja
4. Dokter Spesialis 6 ordfig (Bedah, Penyakit dalam, Anak,
Kariduhigat, Mata dad Gigi)
b. Tetidpa Méci_is Dokter umum diseluruh bagian pelayanan
tetsébut stidah tersedia, walaupun masih ada tenaga Honor
Daetah.

2. Fasilitas yahg tersedia



c. Kantor dengan kondisi baik

d. Rumah Dinas Pimpinan dengan kondisi baik
e. Mushalla dengan kondisi baik

f. Ambulance 3 unit derpan kondisi baik

g. Mobil pimpixi;tn dengan kondisi baik

h. Rudngan Rofitgen deﬁgan kondisi baik

i. Ruangan Laﬁqr/PMI deéngan kondisi baik

j. Rudngan Operasi dengan kondisi baik

Seﬁﬁdﬁ: kéiﬁig{nan untuk mengéjar ketertinggalan dengan duerah-
daetdh laiﬂ 'agar bisa sejajar dalam hal Kualitas pelayanan kesehatan.
Kabﬁﬁaféﬂ ﬁﬁhrmasraya sendiri justtu memiliki tekad untuk Uersama-
sama merhajukhh daerahnya melalui peningkatan sumber daya idriusia,
mandjetién Pethétintahan yang baik sertzi pe'ningkatan' kualitas példyanan
publik bai iﬁés"}.farakat. Pencapaian target di atas tidak semudah
membalikkafi télaﬁ&k tai_igz;h, ridmun perlu upaya-upaya yang keras dari
Pemerintah dah i)iilak-;iihak tetkait. Dalam hal ini, Hal-hal yang perlu
terus dil{embarigican puha meniﬁgkatkan kualitas pelayanan Kesehatan
yang harus di bél’ﬂdﬁi(an oleh Plhak Rumah Sakit Daerah Sungai Darch

Kabupaten DHarmasraya adalah sebagai berikut:

. Peniﬂgkafan mutu pelayanan kepada masyarakat, schingga mereka

.
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* Mensosialisasikan tarif-tarif pembayaran yang rasional pada
masyarakat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan/pasien.

e Meningkatkan pengetahuan petugas melalui kegiatan-kegiatan
pelatihan.

e Peningkatan kerjasama tim dan komunikasi yang terbuka antar

pihak-pihak yang terkait.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini kami rumuskan dalam suatu perumusan masalah,
yaitu: Bagaimanakah Kinerja Pelayanan Kesehatan Ma.syamléat di
Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya,

periode 2004-2006"

C. Kerangka Dasar Teori
Kerangka dasar teori merupakan bagian yang menjelaskan
variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang berdasarkan

pada konsep atau definisi tertentu. Dibagian ini dikemukakan teori-teori

yang merupakan acuan bagi penelitian yang dilakukan, Dengan demikian
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1. Pelayanan Publik
a. Pengertian

Pelayanan publik atau pelayanan umunﬁ dapat didefinisikan sebagai
segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun
jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab -dan
dilaksahgkan oleh Instansi Peémerintah di Pusat, di Daerah dan dil
lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dalam rangka pemtenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Pelaxdnan publik adalah merupakan suatu pelaydanan yang
diberikan dah dikelola oleh kewenarigan negara, yakni pelayandn yang
sebagiah besar didanai oleh income» pemerintah dan dikonttol secara
langsung mavpun tidak langsung oleh politisi yang dipilih, dimana
bertujuatt itttik lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dariijada
hanya metigejar keuntiingan semata.

Menuriit Moehit, pengettian pelayanan umum atau pelayanan
publik .merupai('zlih kegidtdh yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok oraflg dengan landasan faktor material melalui sistem,
prosedur dan métode tertentli dalam rangka usaha untuk memenuhi
kepentingan orang lain sesuai derigan hakrya.®

Pelayanan publik merupakan persoalan yang cukup kompleks yang

tidak bisa disamakan dengan organisasi lainnya. Sesuai dengan Keputusan

f Diktat Kuliah, “Manajemen Pelayanan Publik”, Semester v, 2004
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MENPAN Nomor 63 Tahun 2004,” Hakekat pelayanan publik adalah
pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan
perwnjudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Adapun asas pelayanan publik adalah tranp#ransi dan akuntabilitas. Dalam
menyelanggarakan pelayanan publik yang baik harus menggunakan
prinsip pelayanan publik antara lain: kesederhanaan, kejelasan, kepastian
waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan
prasarana, kemudahan akses, kedisipilinan, kesopanan, keramahan, serta
kenyamanan. Ada beberapa faktor pendukung pelayanan publik atau
pelayanan umum, sehingga pelaksanaan pelayanan umum bisa memuaskan
dan berjalan dengan baik, yaitu antara lain:
a. Faktor Kesadaran

Kesadaran pegawai pada segala tindakan terhadap tugas atau
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya membawa dampak yang
sangat positif terhadap organisasi dan tugas itu sendiri. Adanya kesadaran
membawa seseorang kepada kesungguhan dan disiplin dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan, sehingga hasilnya dapat diharapkan
untuki memenuhi standar yang telah diterapkan baik dalam perwujudan

standar pelaksanaan maupun standar operasional.



b. Faktor Aturan
Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan
perbuatan orang. Dalam organisasi, aturan sangat mutlak agar supaya
organisasi tersebut dapat berjalan dengan teratur dan terarah.
c. Faktor Organisasi

Organisasi pelayanan pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi
pada umumnya, hdmun ada perbedaan sedikit dalam penerapatmy-a, karena
sasaran pelayatian ditujukan secara khusus kepada manusia yang
mempunyai watak dan kehendak multi kompleks.

Organisasi yang dimaksud di sini tidak semata-thata dalarh
perwujudan susuhan organisasi, melainkan pada peraturan dan mekanisthe
kerjanya yatig hdtis mampu metighasilkan pelayanan yang memadai.
Sarana pendukung mekaniste kerja dalam organisasi = yaitu: sistem,
proseduh dan tetotle ydlig Berfungsi sébdgai tata cara atau tata kerja agar
pelaksattadii Hekei‘jaﬂh dapat berjalad déngan lancar dan berhasil dengan
baik.

d. Faktor Penddﬁdtz;ri

Penddptatt adalah serhua iﬁenerilpaan yang diperoleh seseorang dan

organisasi tempat séseobrang itu bekerja yang berkaitan dengan kedudukan

dan peranitya dalam organisasi, sehingga imbalan atas tenaga dan pikiran
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e. Faktor Kemampuan Keterampilan

Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan
tugas/pekerjaan berarti dapat melakukan tugas/pekerjaan sehingga
menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan
keterampilan' adalah kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan dengan
menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang tersedia.

. Faktor Sarana Pelanggan

Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas
lain yang. berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam melaksanakan
pekerjaan dan berfungsi sosial dalam rangka untuk kepa'ntingan orang-
orang yang sedang berhubungan dcnggn organisasi itu.

Sesuai dengan pengertian, hakekat, asas, prinsip serta faktor
pendukung pelayanan publik yang telah dijelaskan di atas, maka dapat
diambil tujuan pélayanan umum atau pelayanan publik adalah untuk
kepentingan umum, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik
bertujuan untuk mengarahkah, membimbing serta menciptakan suasana yang
menunjang dan mendukung kegiatan masyarakat serta untuk memenuhi
pers'j‘fai‘ai:an pelaya'nan.,. .

b. Standaitféléfanan P'l.lbiik |
Setiap penyelanégaraan pelayanan publik harus memihiki- standar
pelayanan dan publikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi

penerima pelayanaq."‘Standar pelayan publik merupakan ukuran yang di
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pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Keputusan MENPAN

Nomor 63 tahun 2004, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan.

b.Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya peiayanan
Biaya / tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan

¢. Sarana dan Prasarana .
i’cnyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggard pelayanan publik.

f..Kompetensi getugas pemberi pelgyanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus di tetapkan dengan tepat
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c. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dalam kaitanya dengan pola pelayanan, keputusan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan
adanya empat pola pelayanan, yditu:
a. Fungsional
Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai
dengan tugas, futigsi dan kewenangnya.
b. Terpusat
Pola pelayananan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan
pelayanan berdasafkan pelimpahan wewenang dari  penyelenggara
pelayanan tetkait laintiya yang bersangkutan,
c. Terpadu |
Pola penyelenggarasit pelayanan publik terpadu di bedakan
menjadi dua, yéliltli ‘
i. Terpddu shiy atzip
Pola pelayﬁ:ﬂl'aﬁ terpadu satu atap diselenggarakan dalam sagy
tempat yang rﬁelii)'u'ti berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyaj
keterkaitan p‘lff'os'és ddn dilayani melaluj beberapa pintu. Terhadap

jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di

satu atapkan.
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ii. Terpadu satu pintu
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memilki
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu
Gugus tugas
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk
gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi

pemerian pelayanan tertentu.

d. Biaya Pelayanan Publik

Di dalam Keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor

63 tahun 2004 dizltmanatkan agar penetapan besaran biaya pelayanan publik

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a.

b.

Tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat

Nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa

Rincian biaya harus jelas untuk jenis elayanan publik yang
memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, engukuran dan
pengajuan.

Di tetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan prosedur

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pelayanan Khusus

Penyelenggaraan jenis pelayanan publik tertentu seperti pelayanan



penyelenggaraan pelayanan khusus, dengan ketentuan seimbang dengan
biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak berten’iangan dcﬁgaln peraturan
perundang-undangan, seperti ruang perdwatan VIPL di rumah sakit, dan
gerbong eksekutif kereta api (keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun

2004).

f. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh
tingkat keptiasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan
dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan
yang dibutuhkan dan diharakan. Oleh karena itu erat kaitannya dengan
tingkat kepuasan ihasyarakat, keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004
mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan secara berkala
melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. 8

Kepdasan adalah  tingkat perasaan seseorang  setelah
membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. Dengan adanya
persaingan diantara produsen yang semakin ketat, dimana banyak rodusen
menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
pelanggan, sehingga dengan banyaknya produsen menawarkan barang dan
jasa.

Untuk menciptakan kepuasan pelayanan sebuah rumah sakit, maka

rumah sakit tersebut harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk
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memperoleh pelanggan yang lebih banyak dan kemampuan untuk

mempertahankanhya. ’

Sedangkan Philip Kolter mierinci adanya lima dimensi kualitas

pelayanan. Adapun limia dimensi kualitas pelayanan ditinjau’ dari tingkat

kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut

a.

Keardalan (Reliability)

Kemampuan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan. Disini
bearti kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan artinya harus
tepat waktu, pelayan yang sama untuk semua pelanggan dan tanpa
adanya késalahzin.

Daya Tanggap (Responsif)

Kebijakar untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat
kepada pélanggan

Keyakinah (Cohfidence)

Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka
untuk mehimbulkan kepercayaan dan keyakinan

Jaminan (Assbirance)

Kemampuan bemberi layanan untuk melakukan pendekatan,
memberikan perlindungan, serta berusaha unruk mengetahui
keinginan dan kebutuhan konsumen (syarat untuk peduli

memberikdh perhatian pribadi pelanggan

'
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€. Bukti Fisik (Tangibels)

Penampilan fisik dari sarana dan prasarana yang dapat diandalkan,

keadaan lingkungan sekitar adalah bukti dari pelayanan yang

diberikan olch pemberi pelayanan.

2. Kinerja

a. Pengertian

Dalam bahasa inggris padanan kata untuk istilah kinerja

yaktii “performance” menurut The Scribner Batam English

Dictionary 1979, kinerja berasal dari kata “to perform” yang

mempunyai arti beberapa istilah “entries” sebagai berikut :'°

a.

b.

Melakukan, menjalankan, melaksanankan

Meftenuhi  atau menjalankan kewajiban dalam suaty
ofgaiﬂisasi

Mcnggambarkan suatu karakter dalam suatu organisasi
Meﬁggambmkm dengan sarana atau alat musik
Melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab
Melakukan usaha kegiatan dalam suatu permainan
Memainkan (pertunjukan musik)

Melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang atau

mesin.

1o Suyudi Prawira Sentana “Kebijakan Kinerja Karyawan”,.Y ogyakarta:BPFE
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Dalam kaitanya dengan kinerja, maka entries yang paling
tepat adalah (a,b,e dan g), yakni melakukan suatu kegiatan dan
mienyempurnakan sesuai dengan tanggungja;wabnya dengan hasil
seperti yané diliarapkan."!

Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam
rangka lipaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal
tidak melanggar hukum dan sesuai dengan normal maupun etika.

Jadi pengertian Kinera adalah yang telah dicapai oleh
seseorang urittik mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dalatn suatu o-rganisé.'si terdapat suatu tim yang diharapkan dapat
bekerjasama urituk mencapai misi dan tujuan organisasi.

b. Faktor—i‘ai(toi' yéjing miempengaruhi Kinerja dan Produktifitas
Suatu tim
Me'r;urut Fandi Tjiptono ada tiga faktor yang saling berkaitan
mempengaruhi kinerja dan produktifitas suatu tim yaitu: 12
1. Organisasi seécara keseluruhan
a. Fisosopi organisasi
b. Penghargaan (reward) dan bagaiman pengelolanya
c. Hardpan

d. Norma
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2. Tim itu sendiri
a. Manajemen pertemuan
b. Peranan dengan tanggungjawab
c. Manajemen konflik
d. Prosedur operasi
e. Pernyataan misi
3. para individu anggota tim
a. Keadaan diri
b. Spresiasi terhadap perbedaan individual oy
c. Empatt
d. Perhatian
Dengan demikian, maka kunci pokok keberhasilan
kerjasama tim terletak pada harmonisasi dan kolaborasi antara
individu tim dan organisasi dalam menjalin hubungan yang
sinergis dan mutalis yang

c. Aspek-aspek yang mempengaruhi prestasi Kinerja

Penilaian terhadap bagaimana aktivitas dan proses
diselenggarakan merupakan dasar yang melandasi usaha untuk
meningkatkan kemampuan perusahaan. Pengukuran kinerja aktivitas di

disain untuk menilai bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan dan



penting dalam organisasi. Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu
organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: B
1. Aspek Produktifitas (Productivity)
Perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output) apabila
keluaran atau hasilnya lebih besar daripada masukan atau
ongkosnya maka kondisi ini disebut efisien
2. Aspek Kualitas (Quality of service)
Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi
kepada repesepiennya. Dengan kata lain menyangkut aspek quality
of service ada lima dimensi kualitas pelayanan menpurut Philip
Kolter anatar lain sebagai berikut: 14
a. Dapat diraba
Yaitu penampilan fisik, peralatan, personal, dan media
komunikasi
b. Andal
Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan
dengan cepat dan terpercaya
c. Ketanggapan
Yaitu kemampuan untuk membantu masyarakat dan
memperbaiki jasa yang ceppat atau tanggap
d. Keyakinan

Yaitu keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian pekerjaan

13 Utung Pribadi 1999 “Diktat Pengembangan Organisasi Punlik” .Yogyakarta;_UMY



¢. Empati
Yaitu syarat untuk peduli memberi perhatian pribadi bagi
masyarakat
Responsivitas (Responsiveness)
Dapat diartikan sebagai daya tanggap atau respon para pengelola
organisasi terthadap kebutuhan dap keininan para klien atay
masyarakat sasaran, Daya tanggap inj maksudnya sebagai respon

terhadap kebutuhan kljen dan penerapan peraturan yang benar,

-+ Responsibilitas (Responsibility)

Dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan
Serta program-program sebapai kemantapan sistem pekerjaan dan
keahlian yang dimiliki oleh para pengellola organisasi. Program
yang baik disini dimaksudkan dalam artj luas sebagai kemantapan
sistem pekerjaan dan keahlian yang dimiliki oleh ara pengeloia
organisasi.

Profesionalisme (Profesionalisme)

Aspek ini  merujuk pada sifat dari suamy pekerjaan  yang
membutuhkan kompetensi atay keahlian teknis yang harus dimiliki
oleh para pengelola organisasi. Profesionalisme menjadi suatu
kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh para pengelola
organisasi, karena semakin bertambahnya kompleksitas masalah-
masalah yang ada dalam masyarakat dan semakin canggih

perkembangan ilmy teknologi.
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6. Akuntabilitas (Accountability)

Dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban dari pengelola
organisasi terhadap apa-apa yang telah dilakukan kepada
stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan). Hal ini mengarah
pada pengertian bahwa segala tindakan organisasi akan dinilai dan
dievaluasi oleh kalangan yang terkait atau menilai dengan
kepentingan organisasi itu.

Pengukuran kinerja merupakan swvatu alat manajemen untuk
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan akuntabilitas serta
jembatan antara perencanaan strategik dan akuntabilitas. Suatu
instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-
bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang
mengz;;'ah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja
sulit dicari pembenaran yang logis untuk pencapaian misi
organisasi/instansi. Sebaliknya dengan disusun perencanaan
strategik yang jelas, perencanaan operasional dapat diukur, maka
diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang
memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program- berhasil

atau tidak.

Pelayanan Kesehatan

Sehat adalah sesuatu keadaan yang prima meliputi tidak
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dari sakit maupun cacat. Selanjutnya Hanlon (1964) dalam Maryati
Sukarni (1994) menyatakan bahwa sehat itu mencakup keadaan
diri seseorang secara menyeluruh untuk tetdp mempunyai
kemampuan melakukan tugas fisiologi maupun psikologi penuh.
Didalam UU No.9Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan,
pasal 2 disebutkan bahwa kesehatan ialah meliputi kesehatan
badan, rohaniah (mental), dan sosial dan bukan hanya bebas dari
penyakit, cacat dan kelemahan.

Sedangkan definisi kesehatan berdasarkan naskah akademik
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kketentuan-ketentuan
Pokok Kesehatan (1984) dalam Maryati Sukarni (1994) disebut
sehat atau kesehatan adalh yang bebas dari penyakit, cacat dan
kelemahan yang memungkinkan setiap individu hidup produktif
secara sosial, ekonomi dan intelektual.

Dari definisi-definisi sehat atau kesehatan yang telah
dipaparkan diatas, pelayanan keschatan dapat diartikan sebagai
pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatdn tertentu kepada
masyarakat umum untuk mencapai suatu keadaan yang prima
meliputi, fisik, mental, serta bebas dari sakit atau cacat. Dengan
demikian derajat kesehatan yang optimal dapat terwujud. Derajat
keschatan sendiri pada hakekatnya dipengaruhi empat factor

penentu, yaitu faktor bawaan, pelayanan kesehatan, perilaku dan



Persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan:

1.

Institusi pelayanan kesehatan harus diselenggarakan oleh

suatu perusahaan patungan dengan perusahaan Indonesia

milik Warga Negara Indonesia (WNI).

Semua tenaga medis pelayanan kesehatan adalah WNI yang

harus mempunyai sertifikasi, registrasi dan lisensi dan

bekerja sesuai standar pelayanan kesehatan sesuai peraturan

yang berlaku.

Jabatan Direksi (C;EO) dari perusahaan milik asing harus

WNI, sedangkan jabatan tertentu sesuai aturah yang berlaku

ddpat diduduki warga negara asing

Penggunaan tenaga kerja asing hanya seb‘;agai konsultan

manajemen dengan izin/tekomendasi Menteri Kesehatéan dan

harus memenuhi persyémtan kualifikasi sebagai konsuitan

sesuai ketentuan yang betlaku.

Fungsi sosial penyelenggaraan rumah sakit dan laboratorium

klinik sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku:

a. Menyediakan fasilitas pelayanan keschatan bagi pasicn
tidak mampu sesuai peraturan yang berlaku.

b. Menyelenggarakan pelayanan gawat darurat selama 24
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c. lkut membantu  pelaksanaan program Pemerintah
dibidang kesehatan masyarakat.
d.Di bawah koordinasi Dinas Keseéhatan setempdt dan
Rumah Sakit Pemerintah di wilayahnya.
6. Harus mempunyai Izin Operasional dari Departeman

Kesehatan.

7. Dalam rangka PMA harus berpatungan dengan Perusahaan
Nasional dengan kepemilikan saham asing 49% pada tahun
2005 dan akan ditinjau kembali tahun 2005 (hanya berlaku

bagi permohonan baru).

8. Tidak ada perbedaan remunerasi antara tenaga asing dan

tenaga Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Pendirian

dan Penyelenggaraan Rumah Sakit

Penyelenggaraan Rumah Sakit harus sesuai dengan sistem
pelayanan kesehatan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:
Fungsi rumah sakit ialah:

a. Menyediakan dan menyelenggarakan:
1) pelayanan medis;
2) pelayanan penunjang medis dan non medis;

3) pelayanan asuhan keperawatan;



5) pelayanan rujukan;
6) pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.

b. Sebagai temp'alt pendidikan atau pelatihan tenaga medis dan
keperawatan. Untuk menjadi rumah sakit pendidikan ﬂdrus
diakreditasi sesuai dengan jenis pendidikan yang diadakan.

c. Dapat sebagéi tempat penelitian pengembangan ilmu dan
teknologi Biﬂang kesehdtan. Setiap penelitian yang
dilaksanakan harus sesuai dengan etik dari kefe;;tueih yang
berlaku.

Lokasi pendiriari dan penyelenggara'a.n rumah sakit
dalam rangka PMA berdasarkan analisa kebutuhan pelayanan
kesehatan dan studi kelayakan.

Tahap-tahap perizinan rumah sakit:

a. Mengajukan permohonan kepada Menteri Keschatan untuk
memperoleh rekomendasi pendirian rumah sakit PMA dengan
melampirkan studi kelayakan.

b. Berdasarkan penilaian studi kelayakan Departemen Kesehatan
c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik mengeluarkan surat
rekomendasi pendirian rumah sakit PMA.

c. Atas dasar rekomendasi Departemen Kesehatan selanjutnya
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. Berdasarkan surat persetujuan BKPM maka Departemen
Kesehatan dapat mengeluarkan izin sementara yang berlaku
selama 2 tahun.

. Setelah sarana, prasarana, peralatan dan tenaga memenuhi
syarat, pemilik mexigajukan izin operasional ke Departemen
Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

. Berdasarkan permohonan tersebut Departemen kesehatm
melakukan pemeriksaan untuk kelayakan operasional.

. DépartemenKesehatanmengeluarkan izin
dbéraéional/penyelcnggaraan sementara selama 2 tahun bila
beluni memenuhi syarat. Bila telah memenuhi syarat diberikan
1zm p'ehye]enggaraan tetap selama 5 tahun.

. Unﬁxk mendapatke}n perpanjangan izin penyelenggaraan rumah
sakit harus sudah mengikuti program akreditasi.

i Ruméil sakit diwajibican membuat rencana rekruitmen tenaga

medis.

j. Wajib mengikuti program akreditasi rumah sakit dan pelayanan

peningkatan mutu.
. Memiliki tenaga tetap pada setiap kategori ketenagaan yang

terdiri dari tenaga medis, keperawatan dan tenaga non medis
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Medical Check-Up

1. Fungsi medical check-up adalah menyelenggarakan pemeriksaan
medis yang meliputi pemeriksaan fisik dan penunjang
diagnostik (laboratorium dan radiologi) tanpa melakukan

terapi/pengobatan kepada pasien.

2. Lokasi pendirian dan penyelenggaraan medical check-up
berdasarkan analisa kebutuhan peldyanan kesehatan ddn studi

kelayakan.
3. Tahap perizinan medical check-up:

a. Diperlukan studi kelayakan untuk memperoleh rekomendasi
Menteri Keschatan dalam proses petmohonan untuk
memperoleh Surat Persetitjuan Penanaman Niodal.

b. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal,
masih diperlukan izin prinsip yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Pelayanan Medik.

c. lzin-izin tersebut diatas diperliikan guna memenuhi persyaratan
dari segi fisik bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan
ketenagaan sesuai dengan standar dan Peraturan Menteri.

d. Izin mendirikan medical check-up diberikan untuk jangka
waktu 2 tahun dan izin menyelenggarakan diberikan dalam

jangka waktu 5 tahun. Untuk mendapatkan perpanjangan izin
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4. Persepsi

Dikemukakan para ahli Bima Walgito : Persepsi merupakan proses
pengorganisasian terhadap stimillasi yang diterima oleh organisme atau
individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas
yang integral dalam diri manusia. ©° |

Dikétz;kan bahwa persepsi itu merupakdn aktivitas yang integral,
hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribddi, seluruh apaj yang ada
dalam diri indrividu ikut berperan dalain persepsi.

Kemudian Saparani Sadli memberikan persepsi sebagai berikut :
Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aklif dimana yang
memegang peranan bukan hanya stimulasi yang mcngcn&linya, tetapi juga
sebagai kescluruhah dengan pengalaman-pengalamannya, motifasinya
dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulasi tersebut. 16

Lebih lanjut. Mifiah Thoha memberikan batasan persepsi sebagai
berikut : Persepsi pada bentuknya dalam proses kognitii’, yang dialami
setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik
melalui penglihatz;n, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.
Untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bdhwa persepsi itu
merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukunya suatu

pencatatan yang benar terhadap situasinya. 17

15 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Sebagai Pengantar, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hai : 54
16 Suparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang. LP3ES, Jakarta, 1986:72
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Dari berbagai pendapat yang telah di kemukakan dapat
disimpulkan bahwa persepsi adalah merupakan prosese mental individu di
dalam memberikan pamdangannya terhadzllp sesuatu hal atau obyt;k,
sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yéng
bersangkutan. Karena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat
hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi
merupakan bentuk pola piker seseordng dalam memahami suatu fenomena
atau obyek tertentu yang sangat sibyektif.

Bentuk Persepsi Sese¢orang akan menentukan bagaimana seseorang
bersikap berkenaan dengan obyek tertentu yang tidak terlepas dari kondisi
lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal. Artinya seseorang
dipengaruhi oleh lingkungannya namun suatu ketika lingkungan
diciptakan kesesuaian dengan persepsi yang dimiliki seseorang sebagai
seluruh pandangan terhadap suatu hal, maka system niali yang dianut
masyarakat. Lingkungannya sangat berpengaruh terhadap suatu hal, maka
system nilai yang dianut masyarakat lingkungannya sangat berpengaruh
juga terhadap pembentukkan seseorang.

Adalah jelas bahwa agar terjadi persepsi harus ada hal-hal yang
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c. Perhatian yang dalam hal ini merupakan persiapan dalam
mengadakan pengalaman
Jadi persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap obyek-
obyek atau kejadian yang ada di sekelilingnya, pandangan yang mana
dipengaruhi  oleh  lingkungan, pengalaman, kepentingan dan
pengetahuannya. Hal ini berarti setiap orang mempunyai perbedaan satu
sama lain dalam mempersepsikan suatu kejadian atau obyek yang sama

pada suatu waktu yang sama pula.

D. Definisi Konsepsional

Merupakan suatu pengertian dari gejala atas sesuatu yang menjadi
pokok perhatian. Definisi Konsepsional dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap
pengertian atau bahasan tentang apa yang ada di dalam pokok
pembahasan.
1. Pelayanan Publik

Adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan
dil lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
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Adalah ysahg yang dicapai ojeh Sescorang yang diharapkan dapat
bekerjasama untuk mencapai misi dag tujuan Organisasi tertenty,

3. Pelayapap Kesehatan

tersebuyt,

12 Agus Dwiyanto, Penilaign Kinerjq Organisqasi Pelayvanan Publik, Yogyakarta : Fisipol UGM

1995, H;
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E. Definisi Operasional
Adalah unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara
mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksana bagaimana
cara mengukur suatu variabel untuk mempermudah penelitian. Menurut
Koentjaraningrat yang dimaksud dengan definisi operasional adalah
“Usaha mengubah konsep-konsep yang berupa construck dengan kata-kata
yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat dituju dan di
tentukan oleh orang lain™"
Indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai
petunjuk dalam engukur suatu variabel adalah sebagai berikut:
Kinerja Pelayanan Rumah Sakit
Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat
dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: %°
1. Aspek Produktifitas (Productivity)
® Kepercayaan pasien terhadap rumah sakit
& Rincian biaya yang dikeluarkan pasien
& Besar biaya yang dikeluarkan pasien

2. Aspek Kualitas (Quality of service)

& Kemudahan dalam mengurus kepentingan

s Kenyamanan ruang opname dan ruang tunggu

& Kelengkapan Peralatan medis, Laboratorium, ruang periksa
dan UGD

f9 Koentjaraningrat1994 “Metode-metode penelitian Masyarakat “Jakarta: PT Gramedia. hal 175
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<4 Kualitas tenaga medis

& Kebersihan lingkungan dan ruangan Rumah Sakit
% Kelengkapan Obat yang tersedia di Apotik

8 Ketenangan ruangan

3. Responsivitas (Responsiveness)
& Cara menanggapi keluhan masyarakat
& Kecepatan pelayanan

& Keramahan petugas

4. Responsibilitas (Responsibility)
& Urutan prosedur administrasi pemeriksaan
S Waktu praktek pelayanan/tenaga medis

5. Profesionalisme (Profesionalisme)
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F. Metode Penelitian

Penelitiaﬁ merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sistematis,
mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan metodologi yang tepat,
dimana data yang dikumpulkan harus ada relevansinya dengan masalah
yang dihadapi, baik atau tidaknya tindakan dari hasil suatu kegiatan
penelitian tergantung ada bagaimana teknik-teknik pengumpulan data

mempéroleh bahan-bahan yang relevan dan akurat.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif® yaitu penelitian
yang menjelaskan pcnnasalahgm penelitian yang didasarkan pada data
verbal dan tidak menggunakan angka-angka kuantitatif untuk ditarik
sebuah kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan
pemikiran yang bersifat deduktif yang didasarkan pada teori atau konsep
yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat
data atau menunjukkan koipatasi atau hubungan seperangkat data-dengan
seperangkat data yang lain. Penelitian ini akan menggambarkan secara
rinci tentang keadaan sesungguhnya dari obyek penelitian, yang

didasarkan pada masalah yang dianggap bersifat umum ke khusus.




2. Jenis Data

a. Data Primer: Data yang diperoleh melalui wawancara dengan
Pimpinan beserta pegawai RSUD kabupaten Dharmasraya yal;g
terlibat secara langsung dengan aktifitas yang dihadapi da!gm
penelitian.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah
dan dokurhen-dokumen yang berhubungan dengah penelil‘idil ydhg

dilakukan

3.  Unit Analisa Penelitian
Karena penelitian ini akan mehgkaji Kinerja Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Dharmasraya Periode 2003-2005
maka unit analisa dalam penelitian ini adalah
a. Pimpinan RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya
b. Staf/fpegawii/perawat RSUD  Sungai Dareh  Kabupaten
Dharmasraya
C. Pasien/ masyarakat pengguna RSUD Sungai Dareh Kabupaten

Dharmasraya

4, Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai

Dareh Kabupaten Dharmasraya Profinsi Sumatera Barat, guna mengetahui
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Dharmasraya Periode 2003-2005. Penelitian di lakukan di Rumah Sakit ini
karena Rumah Sakit ini merupakan satu-satunya Rumah Sakit yang
terdapat di Kabupaten ini dari tahun 1982 sampai sekarang dengan
keterbatasan Tenaga Medis, peralatan atau perlengkapan serta fasilitas-

fasilitias penunjang terlaksananya pelayanan kesehatan.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian unit analisis bahwa
yang menjadi populasi adalah Pasien / masyarakat pengguna RSUD
Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Dalam rangka memilih jumlah sample yang akan di jadikan
responden dalam penelitian ini dengan tehnik random sampling, yaitu
pengambilan §amp]e secara acak. Semua individu dalam populasi diberi
kesempatan sarha untuk dipilih sebagai ahggota. Banyak juga ahli riset
menyarankan untuk mengambil sampel sebesar 10 % dari populasi sebagai
aturan besar. Namun jika populasinya sangat besar presentasinya dapat
dikurang, *

Menurut Guilford, responden yang di ambil harus memenuhi
persyaratan minimal 30 elemen responden, dan semakin besar sample
akan memberi hasil yang lebih akurat. Sample peneclitian meliputi
sejumlah responden yang lebih besar dari persyaratan minimal sebanyak

30 responden, yang terdiri dari 19 orang pasien rawat inap (10 orang




pasien rawat inap ruang bangzall dan 9 orang pasien rawat inap ruangan
VIP) serta 11 orang pasien rawat jalan.

Dalam penelitian ini penulis membagikan kuisioner ke 30 pasien
pengguna pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan teori di dtas. Sedangkan
wawaﬁcara kqpada pengguna pelayanan Rumah Sakit Umum Daérah
Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, terutamapada pasien ydng dir‘awat
inap. Sample dipilih dengan tekhnik accidental sampliné,, yaitu tei(hnik
pengambildn sample tidak ditetapkan terlebilt dahulu, peneliti langsing

mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui.

G. Teknis Pengumﬂ'ulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalarii penelitian ini
maka dilakukan pengumpulah data dengan teknik-teknik sebagai

berikut:

a. Teknik Wawancara (interview)

Melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara
bersifat terbuka. Agar dapat memperoleh data obyektif, maka
model wawancara yang digunakan adalah model wawancara

mendalam (depart interview) terhadap responden dari obyek yang
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e Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Dharmasraya

¢  Pegawai/staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Dharmasraya
Teknik Dokumentasi

Dokumen yang telah diperoleh kemudian akan diterapkan
berdasarkan tujuan penelitian. Telaah dokumen ini dimaksudkan
untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian
untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Tempat
pengambilan data dalam penelitian ini adalah RSUD kabupaten

Dharmasraya

Kuisioner

Teknik ini rherupakan metode pengunipulan data dimana penyusun
menggunakan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden.
Adapun responden dalam penelitian ini adalah pdsien rawat inap di
Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten

Dharmasraya beserta keluarga. Tujuan dari penggunaan Kuisioner

ini adalah untuk memperoleh keterangan dari pasien dan
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H. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengaﬁu urutan data,
mengorga{nisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan
urutan dasar”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif, schingga analisa tersebut berdasarkan
kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan
informasi yahg ada. Namun dalam uraian selanjutnya tidak menutup
kemungkinan jika ditampilkannya data yang bersifat kuantitatif
sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang
mernighasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan pelaku yang diamati.* Teknik analisa yang
dilakukan adalah analisa kualitatif. Yang dimaksud analisa
kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah “data  yang
dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis,
mudah diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit.** Dimana data yang
diperoleh  diklarifikasikan, ~digambarkan dengan kalimat,
dipisahkan menurat kategori untuk memperoleh kesimpulan.
Selanjutnya menganalisa sesuai dengan obyek yang diteliti dan
menginterprestasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk

menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh

3 Lexy Moleong 1993 “Metodologi Kualitatif”, Bandung:PT Remaja Rosda Karya.Hal 103

** ibid, hal 103
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dari naskah Wawancara, catatan laporan, dokumen  pribadi,
dokumen resmi dan lajn sebagainya untuk memperoleh keabsahan
data penelitian.

Serta menggunakan tabel sederhana, tekriik yang di gunakan

untuk menganalisa adalah sebagai berikut :
P=x 1009
n

Keterangan

P = Prosentase

F = Frekuensi atay banyaknya jawaban
N = Jumlah responden

Skala Indeks yang di gunakan

A B ¢ p g
] [ [ |
LT L]

Untuk menentukan besarnya interval dj gunakan ketentuan sebagai

berikut:

“nilai interval adalah selisih antara niali skor tertinggi dengan nilai skor

terendah di bagi dengan jumlah kemingkinan jawaban yang di ajukan”?®
Hasil nilai masing-masing pertanyaan ( baik variabel maupun sub

variabel) dapat diklasifikasikan kedalam kategori yaity : sangat baik. Baik,

cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik.

% Bogdan & Taylor, Metode Penclitian Sosial, Gramedia, 1991, hal 28
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Keterangan

Sangat baik 14,21-5,00
Baik 13,41-4,20
Cukup baik 12,61 340
Tidak baijk 11,81 -260

Sangat tidak baik 1 1,00-1,80

——
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